BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR A3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN
ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG PADA BADAN DAN DINAS

Menimbang

Mengingat

SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN ANGGARAN 2019
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa untuk tertibnya Adminitrasi Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik yang bersumber dari
Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan
Penerimaan Pendapatan lain-lain yang sah pada Badan
dan Dinas se-Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu
menunjuk Bendahara Khusus Penerima PAD dan atasan
langsung pada Badan dan Dinas se-Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun Anggaran 2019;

bahwa Keputusan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 76 Tahun 2019
tentang Penunjukan Bendahara Khusus Penerima
Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung pada Badan
dan Dinas Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
Anggaran 2019, tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Banggai Kepulauan tentang Perubahan Atas
Keputusan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 Tentang
Penunjukan Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli
Daerah Dan Atasan Langsung Pada Badan Dan Dinas Se-
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
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Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Admnintrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Mentri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 NOmor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Dearah
Kabupaten Banggai Keplauan Tahun 2006 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2018 Nomor 7);

Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
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Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2018 Nomor 88);

1. Surat Perintah Nomor : 820/45/BKPSDM/2019 Perihal
Pengangkatan atas nama EKASILAWATI SIPATU, S.Pd.,
M.Kes dengan Nip. 19630923 198410 2 004 sebagai
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Surat Telaah Staf Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Banggai Kepulauan Nomor : 550/138/DISHUB tanggal 12
April 2019 Perihal Usulan Pergantian Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan;

3. Surat Nomor : 550/141/DISHUB tanggal 15 April 2019
Perihal Usulan Nama Bendahara Penerima Retribusi
Daerah;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMA PENDAPATAN ASLI
DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG PADA BADAN DAN DINAS
SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN
2019.

Merubah Keputusan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 76 Tahun 2019
tentang Penunjukan Bendahara Khusus Penerima Pendapatan
Asli Daerah dan Atasan Langsung pada Badan dan Dinas Se-
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019

Menunjuk Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan Atasan Langsung Pada Badan dan Dinas
se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019,
dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.

Tugas dan Kewajiban Bendahara Khusus Penerima PAD dan
Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, masing-masing diatur sebagai berikut :

a. para bendahara khusus penerima PAD pada Badan dan
Dinas melaksanakan tugas menerima, membukukan dan
menyetor langsung hasil penerimaan penagihan dari
pertugas pemungut (kolektor) dan kewajiban untuk
menyetorkan keuangannya di Bank pembangunan Daerah
(BPD) dan bukti surat ketetapan pajak daerah dan surat
ketetapan retribusi daerah dan surat tanda setoran (STS)
wajib di laporkan kepada bendahara penerima PAD
Kabupaten Banggai Kepulauan di kantor Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
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b. para bendahara khusus penerima PAD pada Badan dan
Dinas wajib melaksanakan rekonsiliasi setiap bulan pada
Kasubid Pengendalian dan [Evaluasi di bidang
Perencanaan dan Pengembangan pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

c. para atasan langsung bendahara khusus penerima (PAD)
pada Badan dan Dinas berkewajiban melakukuan
pengawasan terhadap penerimaan secara teratur 3 (tiga)
bulan sekali dengan memuat berita acara pemeriksaan
dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) untuk di sampaikan
kepada Bupati Banggai Kepulauan Cq. Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepuauan.

KEEMPAT : Bendahara khusus penerima PAD dan atasan langsung
diberikan tunjangan konpensasi perbulan yang dibebankan
pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) masing-masing
Badan dan Dinas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 6 Me( 209

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, K

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan;

4. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan;

5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.
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